
BUPATI SOLOK
PERArUnarg BUpATI SOICTK

NOMOR 30 TAIIUi{ 2017

TENTANG

LAYANAI{ PEI{GADAAN SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKT'IIOAN PEMERI{'IAII DAERAII KABUPATEII SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa dalm rangka meningkatkd ellsiensi, erektrfitas,

trdspddsi, persaiogd sehat, dd akuntabilitas dalam

pelaks@am lensadad barang/jasa pemerintan, tel6n

ditetapks Peraturd Bupari solok Nomo. 47 Tahun 2012

tentdg Unit Laydan Pengadaan BaEng/Jasa dm Laydd

Pengadaan Sectra Elekronik di Lingkung@ Pemerintah

Daeran Kabupaten Solok;

balwa berdasdkan evaluasi te.hadap pelaksanam Peraturd

Bupati tersebht dd perkembdgd peratu€n perundang

undangan, Peraluran Bupati Solok Nomor 47 Tahun 2012

tentang Unit laydd Pengadaan Barang/Jasa dd Laya.d

Pengadas secara Elektronik di Lingkudgd Pem€rintah

Daerah Kabupaten Solok perlu digmtij

baiwa berdasdk@ pertimbangan sebagaima dimtksud

ddm huruf a dd huruf b perlu menetapkd Peraturd

Bupati tentdg Layanan Pengadaan Secara Elektronik di

Lingkung@ Pemerintrh Daerah Kabupaten Solok;

Undang-UndmB Nomo. 12 Tahun 1956 tentdg Pembentukd

Daeran Otunom Kabupaten dalam Lingkungd P.opinsi

Shatera Tengan Gembaran Negda Republik Iddonesia

Talun 1956 Nomor 25);

1 .



2,

3.

5 .

6.

Urdmg-Unddg Nomor 23 TanE 2014 tentang Pemerintahm

Daer€n Eemba.an Nesara Republik Indonesia Tanln 2oo4

Nomor 244, T@bahan lEmbara! Neada Republik lndonesia

Nomor 5587) sebagaiiana telah diuban beberapa kali terakhir

dengm Unddg Undang Nomor 13 Tanun 2015 teniang

Perubaian Kedua Atas Undmg U.dang Nomor 23 Tanun

2014 t€ntdg Pemerintalm Daelah (lf,mbaran Negda

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tmband

Lembdm Negda Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturs Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Pemindahan lbukota Kabupaten SoLok ddi Wilayah Kota

solok ke Ka}! Aro-sukdmi (Arosuka) di wilayah Kecmatd

cunung TaLdg Kabupaten solok (Lembaran Nesda Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, 'tambahd Lembdd

Negda Republik hdonesia Nomor'4447); 
i

Peraturd Presiden Nomor 54 Tahun 20 L0 tentdg Pengadaan

Bdds/Jasa Pemerintah (Lembdd Negara Republik

Indonesia T€hun 2012 Nomor 1s5) tebn diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peratu.d Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pedbdnm Keempat Atas Pelaturd Piesiden Nomor

54 Tanun 2010 teniog Pengadad Barang/Jasa Pemedntan

(Lemba.an Negda Republik Indonesia Tanun 2Ot5 Nomor 5,

Tdbaian Lembaran Negda Republik Indon€sia Nomo.

565s);
Peralud Kepala Lembaga Kebijakan Pencadam

Barang/Jasa Pemerintan Nomor 2 Tanun 2010 tentang

Layanan Pengadam Secara Elektronikj

PeEtud Kepsla Lembaca Kebijal<an Pensadad

Bdde/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentdg Unit

Layano Pengadad sebagamana tehn diuban dengo

Peraturm Kepala Lembasa Kebijakan Pensadm

Barang/Jasa Pemerintdi Nomo! 2 Tahun 2015;

Peratur@ Kepala Lembasa Kebijakan

Bdds/Jasa Pemerintan (LKPP) Nomor I Tanu



MEMUAUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA

ELEKTRONIK DI LINCKUNGAN PEMERINTAH DAEMH

KABUPATEN SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagi@ Kesatu

Penge im d@ Istilah

Pasal I

Ddm Peraturd Bupari ini, ydg dimal<sud dengd:

l. Daerai dddlah Kabu06ren Solok.

2. Pemeriitah Daeran adalah Bupati dAn pera;gi€t daeran 6ebasai

unsur penyelenggarapemerintanm daeran.

3. Bupati adalai (epala Daerah Kabupaten Solok,

4, Perdgkat Da€rah adalah peEngkat daeah pada Pemerintan

Daerah 6elal1! pengeuna mggdm/pengguna bd@g yang juga

heidl{s@akan pengelolaan kerlegd daeran.

5. Pengguna Anggaran ydg selanjutnya disebut dengm PA adalah

pejabat pemegmg kewe@gan penggunad sggdd untuk

m€lal.sdakd tugas pokok dan tungsi Perdgkat Da€ral ymg

dipimpinnya.

6. Pengguna SPSE adala! percrangd/badd u6ala ydg memiliki

har. akses kepada SPSE direpresentasikd oleh User ID dan

Password yog diberikd oleh LPSE.

7, Kuasa Pergguna Argga€n yang selanjutnya disebut dengd KPA

adalah pejabat yds diberi kuasa unhrk melaksdakd sebagid

ksenange penggua dggdd drld delal<smaL@ sebagid

tugas dd fungsi Pe.egkat Daerai ydg dipimpnnya.

a. Laydd Pensad'6 Secda Elektronik ydg selanjutnya disebut

dengd LPSE adzlah unit kerja yog dibentuk oleh Bupati untuk

menyelenggdrl{m sistem pelayee pensadaan bddg/jasa

secda elektronik di lingkungd Pemerintrn Daerarl Kalupaten



9. Password adabn kumpulan kdzLter atau string ydg digunakd

oleh Penggua sPsE untuk menverilLkasl user ID dal@\SPSE.

lo,Kepala adalah Kepala Lay@an Pengadm secda Elektronik

Pemerintah DaerEll Kabupaten Solok.

t r. Kelompok Kerja Layanm Pengadaan Secara Elektronik ydg

seldjutnya disebut Pokja LPSE adalan kebmpok kerja yMg

dibentuk utuk menyelengga.akan sistem pelayeo pengadaa

bdms/jasa secda elektronik.

t2.Penyedia baraog/jasa adalah badan usaha atau ords

pelseorangan yang meny€dial{d b@g/pekerjaan

konslaksi/jasa konsultdsi/jasa lainnya.

13. Kegiatan adalah ba€]an ddi prog.m ydg dilaksdakd oleh

satu atau lebih unit kerja pada Pemgkat Daeran sebagai bagid

ddi pencapaid sasdan teokr pada suatu program dan terdiri

ddi s-kampul& tinddld pFneer.fie segala srnbe- aa1" oarl

ymg berupa personil (sumber daya mmusia), bads modal

termasuk peralatan dan teknologi, dsa atau kombiDasi dan

beberapa atau kesemua jenis sumberdaya te.sebut sebagai

masuk@ (input) untuk menghasiLkd keluaran (output) dalam

bentll{ bddg/jasa.

l4.Pengadad Bdde/Jasa pemerintah ydg selmjutnya dis€but

dengd Pengadaan Bddg/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/.jasa oleh permgkat daeEh yang prosesnya

dimulai ddi pe{encmad kebutuhan smpai diselesaikmnya

seluruh kegiat@ untuk memperoleh Bddg/Jasa.

15. Pengadaan Bddg/Jasa secsa Eiektronik atar DPraurerent

adalan Pengadad BMg/Ja6a yang dilaksdak@ dens@

menggunald teknologi informasi d@ transaksi elektronik

sesuai dengm aiurM perundang-undocd.

16. Sistem Pengad@ Secda Elektronik selmjut ya disingkat SPSE

adalan kesistemm meliputi aplikasj perangkat lunal< (aplikasi

SPSE) dan database EProturerent yang dikembmgkd oleh

Lembaea Kebljakd Pengadd Bdang/Jasa Pemeiintah untuk

digunal{d oleh LPSE dan infrastruktunya,

17 - E-Tendeing adalah tata cda pemilihm penyedia bdang/jasa

ydg dilal,rkm secda terb!]{a dd dapat diikuti oleh senua

penyedia bddg/jasa ymg tedaftd pada sitem pengadaan



*cda elekbonik dengd csa meny@p4kan I (ehr) kdli

penawaran dalam waktu yag telah .litentukd.

18. Portal Peagada@ Nasional adakn pintu gerbag sistem

infomasi elekttunik ydg terkair dengan infomasi pengadm

ba@s/jasa secda nasional ydg dikelola trmbasa l<eblak@

Pengad@ Bddg/Jasa Pemerintan.

19. E-Lelda adahn m€tode pemilihan penyedia barans/pekerjaa

konstruksi/jasa lainnya secda elektronik untuk semua

pekerj@ yds dapat diikuti oleh semua penyedia

bdsg/pekerjad konstruksi/jasa lainnya yms memenuhi

20.E seleksi adabn mstod€ pemilihs penyedla jasa konsultansi

secda elel<tronik untuk semua pekedm yang dapat diikuti oleh

semua penyedia jasa konsultMsi ydg memenuli sydat.

Bagian Kedua

Maksud dd Tujum

Pasal2

(1) LPSD dima*sudkan utuk mensatur Pels]<sdad pengadad

bdos/jasa Penerintah atau Peherintai Daera-t.

(2) LPSE bertujud untuk memfasilitasi ULP dalam mebr.smal{m

pensad@ bd@s/jasa secda elek rcnik.

Bagrd Ketiga

Rlhg Lingkup

Pasal3

Ruas Lingkup LPSE adalah pelaksmam p€nsadtu bddg/jasa

oleh kelompok keta ULP ydg meliputi pensadaan barane/jasa

pemerintai atau Pemerintah Daeran ydg dilaLsmalGn oleh

penyedia bdang/jasa melalui proses pelelangd / seleksi secda



Paai 4

Pengadtu bddg/jasa r@g .lilalsdal<d LPSE adalah : 
\

a. peneadad B@g/Pekerjas Konstruksi/Jasa Lainnya dersd

dlai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)j dd

b. pengadam Jasa Konsultmsi dened nnai di atas

Rp.50.000.000.,00 (lima puiuh juta rupian).

BAB II

KEDUDUKAN, 'TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1 )

Bagid Kesatu

Tugas dd Fungsi LPSE

Pasar 5

LPSE mempunyd tusas sebagai bedkut:

a.menfasittasi PA/KPA mengwun*d

b.memfasilitasi ULP frenaymgkd pengumuman pelaksanaan

c.me$iasilitasi ULP/Pejabat Pengadad melalsdakd

pemilihd penyedia bdds/jasa s€caE elekbonik;

d.menfasilitasi Penyedia Bddg/Jasa dan pihak-pi]1ak yang

berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dd

e. melal{sdar<an Jugas lajn ydc diberikd oleh Bupatl.

LPSE dapat melaydi kebuhrld BUMN/BUMD/orgdi6asi non-

Pemerintan mehksdakan pengadad bdds/jasa secda

LPSE tida! meLals@a]<d dd tidak berteggung jawab

terhadap pembuatd paket pengadaan bddg/jasa pemeinlan,

Penentud metode dm persy@te pengad@, Penlusunm
jadwal pencadaan dd perubaldnya, isi dokum€n pengadtu

beserta adendumnya, isi pensrhulrd, isid data kusliilkasi

ddi penyedia bdms/jas4 berita acda pemberian penjelasan,

isi dol,amen penawdd, hasil evaluasi, berita acda hasil

pelelanean / seleksi / pemilihd lmssue, pe#€tapm

pemendg dd pengumumd, serta isi sdgga]l@ dd jawabd.

12\

(3)



{4) Untuk mela&sdakan tusas sebasaimda dimal<sud 
rda 

ayat

{'l LPSE mehpbJai lunesi sFbagai bF-iku

a. pen lsunan progrm kegiats, ketatausanad, dalusi do

Pelapord pengelolad pengadae barmg/jasa secda

b. p"nEelola.r SPSE de rnsfrssrrur{rumya:

c, pelal<sdad rcgistrasi dd verihkasi pengguna SPSE; dd

d. pela*sdaan pelayand pelatihd dm dukuncd teknis

pengoperasEn bPsL.

Bagim Kedua

Kedudukd

Prqr l6

LPsE b" rada pada Bag 'an  Admin is ras , 'PFmo€n i lun f f  d " r  Ldra '  an

Pengadad Sekretariat Daerab Kabupaten Solok dm menjadi

toggung jawab Kasubag Penlusund hog@, ydg beNilat ad

Bagim (etiga

Pe6gkal organisa6i

Pasal T

Perangkat Orgdi6asi LPSE tediri ddi :

a, Kepala;dd

1. Koordinator Pokja

2. Anggota Pokja

Bagi@ Keempar

Kepala

Pasal a

0) Kepara LPSE didgkat dan diberhentikan oleh Bupati yde

ditetapkan dengd Keputusan Bupati.

(2) Kepala LPSE mempuyai tusas :

a- memimpin dd mengkoordinasiks seluruh keeiat n LPSE;



b. mentrsun dd delal<sdakd stategi pengadzld

barsg/jasa LPsEj

c. menjusun plogrm kerja dd anssaan LPSE;

d. mensawasi seluruh kesratd pensad@ bd@s/jasa di

LPSE do melaporkan apabila ada penyimpdgd dd/atau

indikasi penyjhpmgd;

e. membEt lapord pertdgeungjawabd atas peldksmam

kesiat@ pengadun bdans/jasa kepada Bupatij

I meldl{sdar<an pensemba;gd dd pembina@ Sumber

Daya Manusia LPSEI

g. menugaske eggota PoHa LPSE sesuai de[g@ bebd kerja

masing masing;

h. mengusulkf penempatd/pemindahm/pemberheotiao

mggota Pokja LPSE kepada Bupatij dd

i. mengusulkm sid penoukuig LPSE sesutu den8d

(3) Kepara LPSE hms memenuhi peBydatd sebagai bedkut :

a. Pegawai Neseli Sipil beryendidikM minimal sl;

b. @e6iliki integritas moral, disiplin .lan tanggung jawab

dald mel€ksdakan higas;

c. menehmi jenis pekerjad yeg menjadi tugas LPSE;

d. qemah@i metode dd prosedur pengadm berdasdkm

ketentud peraturd peMdang undangan yang berlaku;

dd

e. tida& hempunyai hubungd ketuarAa denge pejabat yme

mengdgkat dd menetapkannya sebagai Kepala LPSE.

Baeje Kelima

Pokja LPSE

Pasal9

(1) Unluk membdtu Kepala dalam melaksdakd tugas

sebagaimda dimaksud dal@ Pasal I ayat (2) dibentuk Pokja

LPSE ditunjuk densa Keputusd Bupati.



Pasal 10

(1) Personil LPSE adahn pesawa neseri sipil atau non pesawai

negeri sipil )dg ditugaskm merjaldkm tugas dan fungsi

LPSE.

(2) Personil LPSE wajib memenuhi persydatd sebagai berikut :

a. memiliki kualilikasi teknis dd ndajeriar

b. memiliki integritas moral, disiplin dd tdggung jawab

dalm meLal<s@akd tugas,

(3) Personil LPSE diltrue melaskap menjadi l{PA/ULP/Pejabat

Pengaden.

(4) Personil LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat (eanld

Pengadad Bddg/Jasa.

(2) Poba LPSE terdni dari ;

a. Pokja Administrasi Sist€m Dlekrodk;

b. Pokja Registrasi dan Verifikasi; dm

c. Pokja Laydd dm Dul,angm.

{r)

(r)

t2)

Pasrl 11

Pokja Admiiiistlasi sistem Dlektrcnik sebagaimana dimaksxd

dal@ Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melatsmald

Fungsi Pokja A.lministrasi Sistem Elektronik sebagai berikut:

a. penyiape qd pemelih@d perdgkat lunal, perdgkat

k€ras dm jdinge;

b. penanganan pemasalahan teknis yang terjadi untuk

menj@in kehsdalan dan ketersediaan layanani

c. pemberian infomasi kepada LKPP tentang kendala teknis

yds tedadi di LPSE; dan

d- pelal.sdtu instruksi t€kds ddi LKPP-

Pasal 12

Pokja Resistrasi dan verifikasi sebasamda dimaksud dalm

Pasdl 9 ayat (2) hlnf b mempunyai tugas melaks@akd

pengelolaan regi6basi ds lerilikasi pengguna SPSE. !
Fungsi Pokja R€gisrasi dm Veriirkasi sebagai benkut :

a. pelaydd pendaJtdm penggba SPSE;
t2)



b. penyampaim i.fomasi kepada calon pengguna SPSE

tentdg kelengkapd.lol'lnen yang dipersyara*a;j

c, verifikasi seluruh dol'umen dm infomasi sebagai

persy4at@ pendaftdd penSgund sPsE; dan

d. penA€lolm dsip dd dokumen pengguna SPSE,

(3) Pokja ReeistFsi dd Veiilikasi berhak untuk menyetujui atau

menoLaL pendaltdd pengguna SPSE.

(a) Pokja Regisbasi dd verinka6i dapat menonaktilkan User ID

dd Password pengguna SPSR apabila ditemukan pel@gsdd

terhadap persydatan d@ ketentum penggunad SPSD, dd

permidtad ddi Kepala Perdgkar daerah dd ULP berkatan

dens@ daltd hitam (bl@fttts4.

Pasal 13

(1/ Polld Lsydd dd DLklngd se6agaim6;" d.m"ksud oa.m

Pa6al 9 ayat (2) huuf c mempunyai tusas melaksanakao

pelayand pelatihd dd dukung@ teknis pengoperasi@

aplikasi LPSE.

(2) Funssi Pokja layanan dan dukunsd sebasai berikut:

a. pemberid layd@ konsultasi mengenai prcses pengadaan

bddg/jasa secda elektronik;

b. pembenm infomasi tentang fasiltas dd litur aplikasi

SPSE;

c, penMgdd,keluhd tentsg pelayana4 LPSE; do

d. pelayand pelatihd pengguna@ aplikasi SPSE-

BAB III

STANDAR PROSDDUR OPERASIONAL

Pasal 14

(1) LPSE menlusu dm melalsdakan Standar Prcsedur

operasional utuk nenj@in kebelldgsungd

penyelenggda4 sistem pengadad bMg/jasa secfa



(2) standd Prosedu Operasiondt sebaeaimma dimalsud pada

ayat (1) palins kudg mencakup:

a. regisrasi da verinkasi peogguna LPSEj

b. laymm penaguDa SPSE;

c- penesd@ masalah (hardlinsD j

d, pemeliharad dd pengmdan infrastruktur sPsE;

e. pemeliharad kinerja ds kapasitas sPsE;dan

i pengdsipd dokumen elektrcdk (Fie backup).

Bagid Kesatu

Registra6i dd verifikasj Penggu.a SPSE

Pasal t5

{1) Substmsi Standd Prosedur Operasional Registrasi dd

Veri,lkdsi PpnECua SPSE srbaeainid- dm.;sld dJm Pdsal

1a ayat (2) hurul a wajib memenuhi persydatan dm tahapd

a. Bagi Penlredia Bddg/Jasa:

1 melal,rkan pendaJtdm secda online melalui aplikasi

SPSE;

2. nengisi dd menyelahkd fomulir pendaftdd serta

fofrulir keikutsertd dengd dilmpiri salind dokumen

pen@jdg dd menunjukk@ dolqmen asli y@s terdiri

a) Kartu Tdda Penduduk Direktu/Pemilik perusanas/

Pejabat ydg beflenog di peasaha@;

b) Akta pendirid perusrnm dd al<ta peruband

teral<hir (bila ada);

c) Nomor Pokok wajib Pajak Bado Usaha/ Pendssung

Jawab Peasaham bagi Perusanad Perseo.dgd,

atau perormgd bagi Penyedia Baraag/Jasa

perorangan; dm

d) Surar lzln usana sesuai bidang usaha masing-masing.

b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Bddg/Jasa,

nerunjukkan asli dd menyerankan srlind sur$t tugas

dd/atau surat keputusm da! instosi masjng-masinc



12)Vedrrkasi kepada Penyedia Barmg/Jasa adakn 
\keCiatm

pemeiksad terhadap kebenaran pelapord dokumen

sebagaimda dipersyaratkd pada ayat (1) butir a @gka 2

dens@ tujum otentikasi identitas Penyedia Bdde/Jasa yms

diasosiasikm denga User lD dd Password sebagai representasi

ddi penssgung jawab suatu Badd Usana/Petusanam

Perseorangd, atau Perordgm.

LPSE tidak perlu meimbahkan persyarats registrasi selain

pada ayat (1) peraturo i!i.

LPSE tidal{ perlu meiakukm pemeriksam lap@gu.

Proses vedfikasr rdal men.oddltd proses pFngis d. p"rgirinan

data kualifikasi oleh Penyedia Bdang/Jasa, dd krdifikasi data

kualifikasi oleh UlP/Pejabat Pensadd dald proses Pengadad

Fomulir sebagaihda dinDlsud pada ayat (1) huruf a dgka 2

dapat dipercleh pada aplikasi SPSE.

Pengguna SPSE seldn Penyedia Bdmg/Jasa sebagaimda

dinur{sud pada ayat (1) hunr{ b adaran UlP/Pejabat Pensadad,

Kuasa Pengguna Anggdd, Auditor, atau entitas lain ymg

diretapkd dalm sydat dan ketentud Penggunaan SPSE.

Laydan Pengguna LPSE

(3)

t4)
(s)

(61

(71

Pasal16

a. Rudg layanan pemasukn penawatun (bidding room), pelatiho,

b. Akses intelnet do introet untuk Pengguna SPSE ymg

berkujung ke lokasi LPSE;

c. Pelayand konsultasi penggund SPSE delalui intehet, telpon

dm kunjungu ke loka6i LPSEj de

d. Penghumm atau infomasi kepada Pengguna SPSEjika sedang

menghadapi permasalahm tekds ymg dapat menghambat

aklivitas Pengguna SPSE.



(2) v€nfikasi keFada Penyedia Barang/Jasa adalah \keciatan
pemeriksaan terhadap kebena.an pelaporan dokumen

sebagaimana dipersyaratk@ pada ayat (t) b\rrir a angka 2
.lengan tujud otentikasl identitas Penyedia Barang/Jasa yang

diasosiasikan dengan Use. ID dan Password sebagai .ep.esentasi

dari pendseuns jawab suatu Badan usaha/Petusahaan

Pe.seo.angan, alau Perorangm.

(3) LPSE tidal pslu nenambsnkd persyaratd regisbasi selain

Pada ayat (r) Perarufan ini.

(4) l,Pslt tidal. perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
I5 l  prose)  vFr i r rk" . i  id ,  A menradakd pro\Fs Deng.s . !n .  pFrg- i rdn

data kualillkasi oleh Penyedia Bddg/Jasa, da! ktdjfikasi data

kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pensadaan datm p.oses pengadaan

(6) Formulir sebaeaimana ai..t""a p.a. 
"y* iit huruf a anska 2

dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.

{7) Pengguna sPsE selain Penyedia BaEns/Jasa sebagaimana

dnnaksud pada ayat (1) huruf b adarah UlP/Pejabat pengadaan,

Kuasa Pengguna Anggaran, Auditor, atau enritas lain yang

ditetapkan dalam syarat da! ketenrud Penggunaan SPSE.

Layaoan Pengguna LPSE

pasal t6

a. Rudg layanan pemasukan penawaran (btCdizs rconj, pelarihan,

b Akses interne dan infanet untuk Pengguna SPSE yang

berkunjung ke lokasi LPSltj

c. Pelaydd konslLtasi penggunad SPSE melalui intehet, telpon

dan kunjunsan ke lokasi LPSE; dan

d. Pengumuman .tau inirrmasi k€pada Pengguna SPSEjika seddg
menghadapi permasalaian teknis yang dapat menghambat

aktivitas Pengguna SPSE.



Bagian Ketiga

Peranganar Masalab (Erolttaa.ilt's)

Pasal 17

(1) LPSE mena.sani kendala teknis ydc

Per!elenggararD SPSE

(2) LPSD menjadi saksi dalm hal doklmen penawaran tidak dapat

dibuka oleh UlP/Pejabat Pengadm dan menuangkdnya .lalam
bcdta acda kesaksian.

(3) LPSD dapat m*,eruskan kendaia rek.is ke LKPP jika b€rkaitan

a. pemasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diseiesaikan

oleh LPSEj dan

b. permasalahan yaDe belum tercakup dalam,aplikasi SPSE,

Bagid Keempat

Pemelihaaan d.n Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal1a

(1) LPSE membuat mekanisne pengetolaan dan pengamman sewer

(2) Pcnselolaan se.\c. SPSE mengacu kepada standar pengetolaan

(3) Pergaturd ruang serer SPSE antara lain tuemperhatikan
ketentuan suh!,ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan

(4) semua pencunjuns yans akan hedasuki ruans sene. harus
nendapat izin dari pejabatyang bemenang di LPSE.

(5) Pengelolaan se er SPSE harus memperhatikan aspek yang
mehudankan untuk kegiatan lemeliharaan sepe i pemantauanj
dokumentasi, dan penyiftpdan data.

Bagian Keliha

Pemcliharaan Kine{a dan Kapasitas SPSE

pasal 19
(1) LPSE melrlakan monitoiing harian terhadap koDdisj dd

kapasitas hdrdist dan RAM serta melakukan peng;antia!/
pcnambahan jika komponen tersebur mengalami kondisi kritis.

Ft-



(2) LPSE membuat pensatuEn bandudh intemet dan pe\nantauan

(3J LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi intemer server
SPSE dd segera mengambll ldskah yang dipertukan jika te.jadi
gangguan koncksi.

(a) LPSD memberikdn pengumuman jika sedang melakukan proses
pemeliharaan scner SPSE dan/atau perangkat lu.

{5) LPSD memantau kinerja pnanti tunak, piranti keras dan

lainganj se.ta melakukan
peniockatm/pensgantian/penambahan jika diperlukan

(6) LPSE membe.ikan alses kepada LKpp untuk melat{ukan
monitoiing serer SPSE.

Bagian (eenam

Pengasipan Dokunen Elettrc"it lnil aacapl

pasal20

(t) LPSIr harus melakukan Dackup terhadap file sistem dan

{21 Ba./crp h@s disimpan dalan media penyjmpanan yans mudah
dipindah {porable) dan ditetakkan di suatu tempar yang aman
rerpisah dari rusng sener.

(3) Ketentuan peogarcipan dokumen etektronjk mengikuti ketentuan
yans berlaku.

BAB IV

E.'1'EIIDERING

BaSlan X€satu

Mctode E-Iendenng

Pasal 21

Metode E tendenng terdiri dad:

a. E Lelang untuk pemilihd pelyedia bdds / lekerjaan
konsrruksi / a\€ la lva:

b. E-Lelang cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan
konstaksi/jasa lainnya;

tn-1



Pas.l22

(l) secara umum pelaksanaan E Tendering sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dilakukan dengan ketentuan:

E-Seieksi untuk penilihan penyedia jasa konsuttansi; dan

E Seleksi cepat uniuk lemilihan penyediajasa konsultdsi.

tidak diPerlukd Jaminan Penawaran;

tidak diperlukd sanssahan kualjfikasi;

apabila penawaran ydg masuk kurang d&i 3 (tiga) peserta,
remilihan Penyedja dilanjutkan denean dilakukd negosiasi
teknis dan harga/ biata;

tidak diperlul{d sanssahan banding;

untuk pemilihdn Penyedia Jasa Konsultdsi:

t)daftd pendek be.juhlan 3 (tisa) sanpai s (rina) Penyedia

Jasa KonstLltansi;

2) seleksi sederhana dila&ukan dengan metode pascakualifikasi.

ipenFsunan jadwal pelaksanaan pemilihd penyedia
barang/jasa dilakukan berdasarkar hari kalender dengd batas
akhir setiap tahapan adalah hdi kerja.

Sanggahan kualillkasi dapat diLakqkan untuk pekerjaan ydg
aspek ku€lifikasinya menentukd kualitas penawaran.

E Tende.ing dengan metode E,Lelang Cepar/E,Seleksi Cepat
dilakukan dengan memanlaatkan Informasi (ineia Penyedia

Pelai{sanaan E Tendering dengan merode Elelang Cepat/E
Seleksi Cepat sebagaioana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf
b dm huruf d selain .lilakukan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),juga dilakukan dengan ketenruan:
a. dapat menyebur nerk/tJpe/jenis pada spesifikasi teknis

bardg/jasa yds akd diadal<d;

b. tidak hemerlukan penllaiao kualifikasi, administrasi dan

.. tidak memedukan sangeahan da, sanggaha. banding.

( lJ

(2)

{4)

Bagid Kedua

Aktivitas Pemilihan Metode ErTendenhg

Pasal 23
(1) Persiapd Pemilihan

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



I)KPA yes belum memiliki kode alses (Use\ tD dan
password) aplikasi SPSE harus melatrukan
pendaftard sebagai peneguna SPSEj

2)KPA menyerankd renctua pelakseas pensadaan

barang/jasa yane berisikan paket, spesifikasi teknis,

Harga Perkiram Sendiri, dan rancmed umum
kontrak kepada Pokja ULP;dan

3) Surat beserta lampirdnya sebaeaimea dimaksud
pada dgka 2) dapat berbentuk do]lumen elektronik,

ljPokja ULP yans beluh memiliki kode akses (user id dan
password) aplikasi SPSE harus melalukan pendaitdd

sebaga pengSuna SPSEi

,,l Pokjr ' LD m-n.nm€ dtu nFnyiroM s dr,dokLm-n

rencana pelal{sanaa pengadad ydg disampaikm oteh KpA
se.ta melaksanalm pemilihan;dm

3) Pokja ULP menFsun dokumen pensadad.

c. Penyedia bards/jasa

1)Penyedia barans/jasa yanc belum memiliki kode alses

aplikasi SPSE wajib melakukd pendaJtdm pada

aplikasi SPSE dan melal<sd€l{an verifikasi pada

Layanan Pengadaan secda Elckrronik (LPSE) unruk
mendapatkd kode akses apljkasi SPSEi

2)Penyedia barane/jasa yang dapat diikursertakd dalam
E-Lelang Cepat dan E-SeLeksi Cepat adalah penyedia

bdbe/jasa yhg iwayat kineija dan/atau data
I'aalifikasinya sudah tersedia dalam Sisteh Informasi

Kinerja Penyedia (SIKaP);

3)Penyedia bddg/jasa yds riwayar kinerja dan/atau
data kualilikasinya beluh tersedia/belum

dimutalhirkan dalam sIKaP, wajib mengisi/melakukan
pemutakhiran riwayat kineia dan/atau data
kualifikasinya melalui SIKaP; dan

a)Penyedia bardg/jasa dapat memilih kriteria pat<et
pekeitu ddlarau kriteria L:ualifikasi untuk didrnddg

mengihti E-Leldg Cepat dan E Seleksi cepat,



d. LPSE

1)LPSE menerbitkd kode sl{ses Pengguna SPSE dd

menylmpd dokumen pendukung proses registrasi dan

verllrEs penggud 5tsscj de

2) LPSE dapat mendelegasikan tugas sebaeaimda dihrl{sud
pada dgka 1) kepada pengguna SPSE di Pemerintah Daerah

sesuai d€ngd syarat dd ketentum penggunan aplikasi

SPSE.

(2) Pelaksanaan Pemilihd

a. PeLaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi

1 . Pembuatm paket dan pendaJtdd

a) Paket pedilihd y@g dilatul<m dalm aplikasj spsE

merupakd paket pemilihd bd atau paket pemilihm

r dng Deneddad se.E o -lFtT!-'k, 
,

b)Pokja ULP nembuat pal<et dald aplikasi SPSE tenekap

deng@ infomasi paket dd sistem pengadam

be.dasa.kd infomasi yang dibe.ikd pA/KpA maupun

Kepurusr  Inrema Pokr .  uLP,

c) Pokja ULP menasukkan nomor surat/dokumen rencda
pelal<sa@@ pengadm bddg/jasa ydg direrbitk@ oleh

KPA da menjadi dasd pembuatan paket sebagaimda

dim.l{sud pada huruJ bj

d) Pokja ULP oenlusun jadwar pelalsanaan pemitiha

berdasdkd hdi kalender dengu alokasi war,ru mengacu
pada ketetapan waltu yang diatur pada PeEruEn Piesiden

fiomor 5a Tahh 2O1O t€ntmg Pengadad Bdang/Jasa

Pemerintai sbagaimda telah diuban beberapa kati

teralhi. denSa Pe.aturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

el Penlusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada aDgka 4

dengd memlerhatikd jm kerja d@ hari keia untuk

l) pemberianpenjelasan;

2) batas aklir pemasukan penawdd;

3) pehbukae penawdanj

a) oembrlflidn kudlifikas,: de

s) batas akhn sanssah



i) Pokja ULP dapat melalukd perubanan jad\al tahap
pemilihan dm wajib mengisi alasan peruband tdg
dapat dipertanggung j awabke.

d Pentusund dokume! pengadaan secda elektronik

dilalokan dengan cda:

lJPenlusunan dokumer pengadad sebagaimana

dimaksud pada huruf g) disesuaikan dengm sydat

dm ketentud penggunad aplikasi SPSE de/atau

pandud pengsunaan aplikasi SPSE (user gulde)j

2)Aplikasi SPSE secda otomatis akd menmpilkd

infomasi pengumumd p€milih& Penyedia

bdans/jasa paket pekeiad densan tormar dan isi

yang ters€dia pada aplikasi SPSE.

2. Penbedd Penjelasan

a) Pembedm penjdasan lddnuijins) dilakukd secda

online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE;

b)Pokja ULP dapat membedka! informasi yang dianggap

penting terkait dengm dot':rnea pengadaMj

c) Pokja ULP nenjawab setiap pertmyaan yang masuk,

kecuali untuk substansi pertanyad y@g telalr

d)Pokja ULP pada set berldgsungnya petuberian

penjelasan dapat menambah waktu batas akhjr

tahapa tersebut sesuai dengan kebutuhanj

e) Dalam hal waktu tahap penjelasd telah berakhir,
penyedia btudg/jasa tidal< dapat mensajukan
pertmyad namun Pokja ULP masih mempunyai

tambahm waktu 3 (tisa) jm untuk menjawab
pertanyaan yang masuk pada akhir jadwar;

1l Kumpulm tanya jawab dd keterdgm lain pada saat
pemberian penjelasm merupake Berita Acara

Pedbedan Penjelasan;

s)Jika dianggap perlu dan tidsl< dimunskinkd

memb.rikan infomasi lap@ga ke dald d9kumen
pemilihd dan Berita Acda Pemberian Penjelasd,

Pokja ULP dapat nelakseate proses pemberim



lapdgd/lokasi p€kedad;

h)Hasil pemberid penjelasd lmjutd dltuangkan ke

dsld Bedta Acda Pemberid Penjelasd Ldjutm

dan diungsah luploec, pada aplikasi SPSE oieh Pokja

ULP,

1) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukd secda

berulang .lensan m€nsugsah (upload) adendum

dokumen pengadad melalui aplikasi SPSE pating

kurds 2 (dua) hei sebelum batas ar<hr pemasukd

dokumen penawdan; d@
j) Apabila adendum dokumen pengadaan mensakibatkan

kebutuho penambahan wel<tu penyiapan dokumen

pdd$dan msl {d  Pokia ULP mempFrpdn ang b6r€s

akhir pemasukm penarvdan.

3. Pemasukan Data Kualifikasi

a)Data kualfikasi disdpaikan melalui rorm isian

elekhonik l,ralifikasi ydg tersedia pada aplikasj

SPSEI

b)Jika form isid elektlonik kualifikasi yog tersedia

pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data

kualifikasi yang disayaratko oleh ULP, mal<a data

kualifikasi tersebut diunggah (ap?oadj pada fasilitas

pengunggahan lain yug tersedia pada aplikasi SPSE;

c) Pada prakualilikasi, Polda ULP wajib meminta penyedia

bddg/jasa untuk melenskapi data Llalilikasi dened

memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada

aplikasi SPSE dan/atau fasiLttas komunikasi lainnya;

d)Dengd mengirimkm data kualifikasl sec&a

penyedia btuang/jasa menyetujui

peDyataan sebagai beriLat:

t) yeg bersanskutd dan manajemennya tidak dalam

pengawasd pengadilan, tidak pailit .lan kegiatan

usahanya tidak sedang dihentike;

2) ydg be.sangkut@ beril<ut pengurus badal usaha

tidak masuk dalam Daftar Hitaml



3) peroransan/yans bertindak untuk dm atas nama

badan usana tidat sedms dalam menjslani sDksi

4) data kualifikasl yang dnsikan benar, dan jika

dikemudian hari ditemui bahwa dara/dokumen yang

disaapaikd tidal bend dan ada pemalsuan, haka

direktur utma/pimpind perusahad, atau kepala

cabans atau pejabat yane nenurut perjanjian keia

sama berhak mewakili badan usaha yans beke4a

sama dan badao usaha yang diwakili bersedia

dikerakan sdk6i pencmtumd dalam daltd hirm,
gugatan secda perdata, dao/atau pelaporm secara
pidana kepada pihak beruenans sesuai densan

kf re- r rcn pero ! r tu  pFrud€ng-  I  drgcn

sJ pimpind dan pensurus badd usaha bukan sebagai
pegawai nege.i sipil Pemerintah Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai

pegawai negerj sipil Pemerintah Daerah yang sedang

mengambil .uti diluar tanggungan Pemerintall

Daerah Kabupaten Solok; dan

6) pe.nyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi ymg

tercetum dalam dokumen pengadad.

e) untul p€nyedia barane/jasa ymg berbentuk

konsorsi'tn / kemitiaan / bentuk kerjasama laiD,
pemasukM kualilikasi dilakukh oleh badan useha
ydg ditunjuk newal<ili konsorsium / kenitraan /
bentuk kerja sama lain.

Pemasuk&/Penympaian Dokumen Penavdan

alDokumen penawdd dismpaikd melalui fitur

penydpaid penawae pada aplikasi SPSE atau

Apendo/Spmkodok.

p.n\Mpad dokumen pFnasdan

ditetapkd secara:

1) satu nle maka dokumen penawaran administrasi,

teknis, dan harga disampaikan dalam Srtu file

Penawaran terenkripsij



2) dua nle maka dokumen penawaran administrasi dm

teknis disampaikan ddd satu file penawaran

terenkripsi, se.ta penaward harga disampaikd

ddldm sa,u f i1"  pFn6w.ran pr -nkr  ps lannya 'cns
disampaikan bersamaan j dan

3) dua tanap maka dokumen penawaran administrasi

dan teknis disampaikd dalam satu file penawdan

terenkripsi, serta penawaran harga disampaikan

dalam satu file penawaran rerensk.ipsi lainnya

sesuai dengan ivaktu yang telah ditentukan.

c)Enkripsi file penawdan menggun€kan Apendo /

d)Surat perawed dan/atau surat lain sebasai bagid

dari dokumen penawdd yang diungsah (aploddl ke

dald aplikasi SPSE diangeap sah sebagai dokumen

elekkonik dan telan ditmdatangani secda elekronik

oleh pimpine / direktur perusarlaan atau kepa.la

cabdg perusahaan yang diangkat oleh kdtor pusat

y@g dibuktikd dengd dokrmen otentik atau pejabar

ydg menu.ut perjanjian kerjasama adalah yang

berhak mewakili perusahaan yane bekerjasama.

e)Penyedia bdms/jasa dapat mencunggah (uplodd)

u lanB l . lF  pFn.wdd '  n  '  k  nanCganr i  a t€u m-nnp.

file penaward sebelumnya, sampai dengan batas

akhir pedasukd penawdan.

t P;ngguna SPSE wajib meneetahui dm melaks@akan

ketentud penggunaan Apendo/Spmkodok ydg

melekat pada Apendo/ Spamkodok.

s)Untuk penyedia btudg/jasa yang berbentuk

konsorsium/ kemiEaan/bentuk kerjasda lain,

pemasukan penawdan dilal,tkan oleh badan usaha
ydg ditunjuk mewakili konsorsiud / kemitraan /
bentuk kerjasda lain-

h lUntuk mFn ami  pe ldksddqn pengad-d sesu. '
densan prlnsip prinsip pengadaan, Pokja ULR dapat
melal<ukan perubaiu jadrval pemasukan dokumen
penawdm dan 4enberikan penjelasd alasan

71 )



i) Pokja ULP dapat memperpd.jmg batas akhi. jadwal

pemasukkan penawdd dalm hal setelai batas aknir

pemasukkd penawdd tidat ada peserta ydg

memasukkan penawaran.

j) Perpanjanean jdeka waltu sebagaimda dimar{su.l

pada huruf i) dila}ukm pada hdi ydg sma dengan

batas al{hi. pemasukkan penawdan.

5. Pembukaan de Evaluasi Doklumen Penawdd, serta

a)Pada tahap pembukaan penawdan, Pokja ULP

meDsuduh (dopn,ood) dm melakukan dekripsi nle

penawe@ clengan menggunakan Apendo/Spdkodok.

b)Harsa penawtran dan hasil koreksi ditmatik

dimasukkd pada fasilitas ydg tersedia pada aplikasi

SPSE.

c) Terhadap nle penawdd terenkripsi yang tidak dapat

dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan file

penawdd tersebut kepada LPSE dan bjla didggap

periu LPSE dapat menydpaikd fiIe penawaran

tersebut kepada LKPP.

d)T;hadap file penawdan terenkripsi yans ridak dapat

dibuka yang disdpaikd kepada LPSE atau LkPP,

mal<a LPSE atau LKPP alm memberikan keterangan

kond:si fi-e p"aawdd k-pdd- Pokjd L LP

e) Berdasdkan keterangan daii LPSE/LKPP apabila file

penawdan tidal< dapat dibuka mal<a pokja ULP dapat

menetapkan bahwa nle penawdd tersebut tidak

memenuhi sydat sebagai penawdan dan penyedia

baang/jasa yme mengirimkd file penawdd tersebut

didggap tidak memasukan penawdd.

t Denge addya proses penympaian file penawaran

yds tidal< dapat dibuka (deskripsi) sebagaimana

dimaksud datm dska 3, pokja ULP dapat melakulla

penyesuaian jadwal evaluasi dd taiapm sel@jutnya.

g) Pembuktian kualifikasi dilakukan dilua aplikq$i SPSE



h)Da1a6 tahapd pembukti& kuainkasi, P+ja ULP
tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi

apabila Penyedia barans/jasa sudah pernan

melal<sdal<d pekeijad ydg sejenis, dm/atau data

Kualifikasi Penyedia sudan tererifikasi dalam Sistem

Informasl Kineda Penyedia {slKaP)-
i) Pokja ULP memasukkm hasil evaluasi penawdan dan

hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.

j) Pokja ULP mengumumkd Pemendg dan Pemenang

Cadangan melalui aplikasi SPSE denge formar dd isi

y@g tersedia pada aplikasi SPSE-

a)Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah

p.serrd yanS re ldh memd>ukk6n drra L lJ i f ika. i /

b)File yang dianggap sebagai penawaran ada.tah dokumen

penawdan ydg berhasil dibrika dd dapat .lievaluasi

yang paling kurang memuat:

1) Satu file: htuga penawee, daJtd kudtitas dan

hdga utuk kontrak hasa satuan/sabungan, jangka

waktu penawdan, dd deslaipsi/spesifikasi bdang/
jasa ymg ditawarkan.

2) Dua lile atau dua tanap:

(a) File I atau fiLe tahap l: janeka waktu penawdd,

dd deskripsi/spesifikasi bdans/jasa yang

ditawarkm; do

(b) File II atau lile tahap II: hdga penaw*an, daftd

kudtitas de hdga untuk kontrak harga

satuan/gabungd.

c)Peserta pemilih@ hdya dapat mengirimkan 1 {satu)
kali smgganan kepada Pokja ULP oelalui aplikasi

SPSE.

d)Pokja ULP menjawab sanssahan melalui Aplikasi sPsE.

e) Dard har te4adi keadaan ka]1d atau gangguan teknis

yang menyebabkd peserta pemilihd tida\ dapat

meneirimkan sdggahan sectra online melalui aplilasi

SPSE dd/atau Polaja ULP tid.I dapat nengirimkd



a.

9.

jawabd sdggah secda online melalui aplikasi SPSE

maka sanggahan dapar dilakuk@ diluar aplikasi SPSE

@fi|n4
Evaluasi Ulang, Penyampaan Ulang Dokumen Penaward

atau Pemiuhd Uidg

Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi ulaag,

penydpaid ulang doklmen penawdan atau pemillhan

uldg, maLa Pokja ULP hz4s memasukkan alase

pFm. l ihdn h"  rs  d ;era luds i  d iu ldg " rdr  penyanpcid

ulans dokumen penawaran atau pemilihan ulang.

suat P€nunjukkan Penyedia Barans/Jasa (SPPEJ)

a)I<PA membuat dan mencetsl< Surat Penunjukkan

P€nyedia Bareg/Jasa melalui aplikasi sPsE.

b)KPA m€nmdatogani Surat Penunjukkan Penyedia

Eddg/Jasa ydg telelr dibuat dd dicetal< melalui

c) KPA mengirimkm hasil pemind.jd surat Penujukkan

Penyedia Barang/Jasa melalui apljkasi SPSE kepada

Penyedia bdang/jasa yds ditunjuk.

d)Dalam hal apllkasi SPSE belum dapat mengakonodir

pembuatm SPPBJ maka KPA menerbitke Surat

P€nunjukkan Penyedia Bdee/Jasa di lud aplikasi

sPsE (ofline), menginputkd informas, dan

memngungsah (uploadl hasii pemindaian surat

Penunjukksn P€dyedia Bdec/Jasa pada aplikasi

SFSE.

Penandatdgdan (ontral{

a) KPA membuat dan mencetak kontra! melalui aplikasi

SPSE.

b)KPA menandatangani kontrak yang telah dibuat dan

dicetal melalui aplikasi SPSE.

c)Pemenans pemiljhan mela]<ukm penddatansanan

kontral{ densan KPA diluar aplikasi SPSE.

d)Dald hat aplikasi SPSE belum dapat mengakomodji

pembuatan Kontrak mal<a KPA membuat dd r{]nceta]r

Konrak dilud aplikasi SPSE (ofiline) dan KPA

m@aNkkd informasi dm mengunggan (uploa.l) hasil

ffi-:



pemindaio (6can) dokumen kontrak pada\ aplikasi

SPSE.

10, Pengenad Sdksi

bdang/jasa melaLukd

pelanggdd teihadap persytuatan dan ketentuan

penggunaan sPsE, peldggdan terhadap peraturan

perundang undangan berlaku, atau masuk ke dala

daftd hitd mal<a LPSE atau Pengelola Agregasi

Data Penye.lia dapat menonattilkan ko.le akses

Pengguna SPSE.

b) Dalam hal Penyedia baeg/jasa tehrr ditetapkan ke

dald daftd hitam, maka LPSE atau Pengelola

Agregasi Data Penyedia dapat memasukkan Penyedia

bddc/ jc \a  ke da lm menu dal ra  h r r  d '  de lam

aplikasi SPSE.

b.  P" lansf fd  E--e lMg cepat  /  E SFleks.  .Fpa

a)E Leldg cepat/E-Seleksi Cepat digunatm untuk

pemilihan Penyedia bdDs/konstruksi/jasa lainnya/
jasa konsultdsi densd memanfaatkd Informasi

K'nerja Penyedia Bdmg/Jasa yans tida!

memerlukan penilaian kuaLfikasi, addinistrasi, dan

bl  ln tormdsr  K inFrJ6 PFnyFdi6 Br  eg/Jdsd .ebagaiacna

dima}sud pada hurufa dikelola ddm slKaP.

c) Informesi Kinerja Penyedia Bdes/jasa dalm SIKaP

herupakan informasi y@g bersumber ddi input data
ydc dilal<ukd oleh Penyedia, Pokja ULPlPejabat

Pengadaan, KPA, LPSE, LKPP atau hasil penarikd

data ddi SPSE atau Sistem lai. ydg terkoneksi

d) verifir<asi Informasi Kinerja Penyedia Bddg/jasa

dald slKaP dilakukan oleh Pokja ULP/Pejabat

Pengadaan, KPA, LPSE, LKPP atau hasil penadkd

data ddi SPSE atau Sistem lain yhs te*oneksi



2,

e) ktentuan lebih lanjut mengenai hformasi Kinerja

Penyedia Bdang/Jasa sebagaimda dima}sud pada

huruf a, huruf b, huruf c dd d diatur lebih lanjut

1) sydat dan ketentud penggunaan apljkasi Sistem

Iaformasi Kinerja Penyediaj dd

2)pddud penggunaan aplikasi Sistem Informasi

Kne!a Penyedia.

Pembuatd Pal<et dm Pendaftffm

-)Pokja ULP menbudr  pd l {er  dd icn "p l i l ,aq i  SPqE

lengkap dengan informasi paket dan sitem pengadad

berdasdkm informasi ydg diberikan Pengguna

Anggad/Kuasa Penggba Angsdan maupun

keputusan internsl Pokja ULP.

b)Pokja ULP nenlusun jadwal pelaksanaan pemilihd

berdasarka hdi kslender, dengd wa}tu proses

pemiiihm paling cepat 3 (tisa) bari densan batas

ar{hn pemasukan penawdan pada hari dan jan

c) Pokja ULF dapat melakukaa perubaban jadwal tahap

pemnihd dd wajib dengisi alasd perubahd yang

dapat dipertanggung j arvabkan.

d)Penrlsunan dokumen pengadaan secda elektronik

dilakukqn densd cda:

t) Dokumen pensadaan dibuat oleh Pokja ULP

mengilati standd dokumen pen8adam secda

elc lTor  ik  ysng re lekat  padc ap l ikss.  SPSE, ar"L

2) Dokmen pengadad dibuar oleh Pokja ULP

mensgunald fom isim elekbonik dokumen

pehgadaan yang melekat pada aplikasi SPSE.

el Penwsuntr dolalmen pengadad sebdAaimd d

dimaksud pada huruf c disesuaikan dengan syarat

dan ketentud penggunah aplikasi SPSE dan/atau

panduan pengsunaan aplikasi SPSE (aselgridel

Unddgd

a)Pokja ULP henyusun kritena krarifikasi dd/atau

kine{a Penyedia baranc/jasa melalui aplikasi sPsE

r'7 i

3.



atau Sistem Inlomasi Kine{ja P€nyedia.

b)Xriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia

bdds/jasa sebagaioana dimal<sud pada huruf a)

ad€lan kriteria kualifikasi dan/atau kinerja Penyedia

ba@g/jasa yans tersedia pada aplikasi sPsE atau

Sistem Informasi Kine!a Penyedia.

c) Pokja ULP me[gundms Penyedia bd@c/jasa melalui

aplikasi SPSE terhadap Penyedia barang/Jasa ydg

memenuhi kriteda iualilikasi dan/atau kine.ja

Penyedia barang/jasa yang tebn disusun dan relah

memberikd p€rsetujuan atas kriteria keikutsertad.

d)Apabila diperlukan Pokja ULP dapat melalakan

pembedd penjelasan setelah undmgh dikiimkan

sepai dengan sebelun batas akhir pemasukan

e) Proses pemberid penj€lasd dilalukd secara online

tdPa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

Pemasukkan Penawdan

a)Penyedia b*anglasa menydpaikD penawaran

haga mebrui fitur penyampaian penawdd pada

aplikasi sPsE atau Apendo/ Spmko.tok.

b)Penawdan hdsa sebagaimsa dimaksud pada huruf

a) disampaikm ddlm file penawd@ terenkripsi

c)Surat/Form penawdd htrga yang diunggan

(upload)/ disampaike ke drlm aplikasi sPsE

dianggap san sebagai dokumen elktronik dd telah

ditddataagani secea elkftoni! oleh pemimpin /
direktur petusanam atau kepa.la cabeg perusanam

yang diangkat oleh kantor pusat yang dibukrikan

dengd dokumen otentik atau pejabat yang menurut

perjanjian kerjasda adabn y@s berhal< mewal{ili
perusanam yang bekerjasama.

d)Pokja ULP dapat nemperpanjang batas akhir jadwal

pemasukkan penawdan dalm hai setelah baras

akhir pemasukkm penawd@ tidak ada pese+a yang

memasukke penawtuan.



e) Perpojangd jangka waltu sebasaimma dimaksud
pada hudf d) dilakukan pada hei yang sama dengd

batas al<hir pemasukkm penawaran.

5. Pembukaan Penawdm

a) Pada tahap pembukaan penawaran harga, Pokja ULP

mensunduh (downloadl dd melakuka dekripsi lile

Penawaran dengan menggunal<d Apendo/

b)Aprikasi SPSE melakuko evaluasi terhadap

Penawsan harga.

c) Dar@ hal aplikasi sPsE belum mengalomodir proses

evalua6i sebagaimma dimaLsud pada huruf b) mal€

Hdga Penawdm dd hasil koreksi ditmatik

dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi

SPSE.

cl) Terhadap file penawd@ hdga terenkripsi ydg tidak

dapat dibuka yang disdpai&d kepada LPSE atau

LKPP, maka LPSE atau LKPP al<o nemberikan

keteEngan kondisi file penawdan kepada Pokja ULP,

e) Berdasdkd keterdgd dtri LPSE/LKPP apabila lile

penawdan tidal< dapat dibuka mar{a Pokja ULP dapat

menetapkm bahwa lile penawnd tersebur tidak

medenuhi syarat sebagai penawaran dd Peny€dia

bdds/jasa yds mengirimkan lile penawdan

tersebut dianggap tidak memasukkm penawdan,

a)Penyedia barang/jasa dengan peaawaran terendah

merupakan pemenog.

b)Penyedia barans/jasa densan penardan terendah

kedua dan seterusnya merupakan Pemendg

c) Pokja ULP mengumumkd pemendg dan Pemenac

cada gd mela lu i  dp l ik rs :  SPSL de-B"n fo . rd .  drn

isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

7. ve.ifikasi tnformasi Kinerja Penyedia Bdds/JaF

a) Pokja ULP tidaL perlu melakukan veriiikasi kepada

Pemends atas data kualifikasi dan/atau kinerja



8.

Penyedla bdmg/jasa ydg dipersydatka\ apabila

telsn tererifikasi di dalm SIlkP.

b)Apabila Data Kualifikasi da/atau kinerja Pemenang

yang dipersyaratkd belum tenerifikasj di d.lam

SIKaP, Pokja ULP melakukan verfikasi kepada

Pemends terhadap data kualiflkasi dan/atau kinerja

Penyedia bddgljasa yde dipersydatkan,

c) Apabila Pemenang tidak lulus verifikasi dikdenakan

menydpaikan data Laalifikasi dd/atau kinerja

Penyedia btumg/jasa ymg dipersydatkan dengan

tidal ben& maka Penyedia bdang/jasa ydg

bersangkutan dibatalkan sebagai Pemenang.

dlApabila Pemenans tidak hadir verinkasi densan

alasan ydg tidak dapat dipertanggun&jawabke pada

Foses verifikasi sebagaimda dimalsud pada huruf

a) maka Penyedia bdang/jasa yds bersmskulan

dianggap mengundurkd diri dd dibatslkd sebagai

e)Apabila Pemenaag tidak lulus verifikasi Pokja ULP
qelalakan verilikasi kepada Pemenog cadangan

pertama, apabila Pemeneg Caddem Pertama tidak

iulus verifikasi maka Pokja ULP:

1) Melar.akan verifikasi kepada Pehends cadansan

berikqtnya se6uai dengan urutan.

2)Proses v€rifikasi terhadap Pemenang Cadmgd

sebagaimaa dimalsud pada huruf d) sma dengan

proses verifikasi kepada Pemendg sebagaimda

dimaksud pada hurufa), b), c) dd d).

3) Pemenane/Pemendg cadansd yans lulus

verifikasi menjadi Pemenang tereifikas|

Penyanpaid Ulug Doknmen Penawdan atau

Ddlm hal Pok a ULD TFnu(skd" unruk pen),hp" an

uldg dokunen penawdm atau pemilihan ulangj mala

Pokia ULP rdrus aFTdsukkcn d lc \dn o.n.a jnpd"n

ulmg dokumen penawd& atau pemilihan ulang.



o.  surd,  Pr-ua iuk laan Penved,a Btutue/Ja\"  rsDqBJl

a) KPA hedbuat dd mencetal< SPPzu melalui aplikasi

SPSE.

b)KPA menddatdgdi SPPBJ ydg telah dibuat dan

dicetal{ melaluj aplikasi SPSE.

c) KPA mengirim hasn pemindaim suat Penunjukkd

Penyedia Bddg/Jasa metalui aplikasj SPSE kepada

Fenyedia bdans/jasa yms ditunjuk.

d)Dalam hal aplikasi sPsE belum dapat mengakomodir

pembuatm SPPzu maka KPA mene.bitkan Suar

Penunjukkd Penyedia Beog/Jasa di lud aplikasi

SPSE (ofiinel, mensinputkan informasr dan

mengunggah (uploa.l) hasil pemindaid surat
Denu_iukkr  Penyedi6 Bdeg/ Iasa pddd apl i ias .

SPSE.

1O. Penddatanganan Kontlak

a) KPA membuat dd m€ncetah koitrak melalui aplikasi

SPSE.

b)KPA menandatangani kontr€l< ydg telah dibuat dan

dicetak metalui aplikasi SPSE,

c)Pemenang Pemiliha met"l,akan penandatanganan

konual  de_ga KPA d i 'Lar  dp l ikc . i  SPSE.

d)Da]@ hal aplikasi SPSE belum dapat me.Calomodi.

pembualan Kontrak mal<a KPA oembuat dd

mencetak Konfuak dilud aplikasi sPsE (oflinej dan

KPA memasuklrd informasi d@ oengunsgan

(upload) hasil pemindaid (sce) dolomen konhak

pada aplikasi SPSE.

11. Pengenaan Sanksi

peldggdan terhadap persytuatd dan ketentuan

penggunaan SPSE, pelanggaan terhadap peraturan

perundang undangd berlal<u, atau nasuk ke dald

daJ|d r i ram maka LPSE arau Pengr lo la  AgrFg.s i

Data Penyedia dapat menonal<tilkd kodg akses



b)DalM hai Penyedia bddg/jasa telah ditetapkan ke

dalam daftd hitam, mata LPSE atau Pengelota

Agregasi Data Peryedia dapat memasukkd Penye.lia

bdans/jasa ke dalam meau daftar hitam di dald

aplikasi SPSE.

Bagim Ketiga

Audit

Pasal 24

(i) Auditor / pemedlsa yms beruends berdasdkan pelaturan

perurdmg-uddg& untuk melakuke pederiksam

terhadap paket pengadaan, meny€rahkd surat tugas kepada

LPSE untuk m€ndapatka! ha} Elses untuk masuk ke dalam

aplikasi SPSE melalui litur e-Audit.

(2) LPSE menerima, menyimpan dan menerbitkd kode alses

terhadaP personil yang tercantum dalam surat tugas yang

dikeLudkd oleh perangkat daeiah yang memiliki tugas

pokok de fungsi audit/pemeriksao.

(3) Proses audit pengadaan secaa elektronik dilaksaal<an

melalui fasfitas yans disediaLu dal@ aplikasi SPSE.

(al Auditor dan/atau pemeriksa yans berwende bedasdkm

peratwe perunddgundogd untuk melal<ukan

pemeriksaai tgrhadap p€Let pengadm, hanya dapat

mensalses info@asi atau data, mengunduh (download) dm

membuka fi1e, baik ydg disdpaikd oleh Pokja ULP

maupun p€serta pemilihd palct pekerjad yang menjadi

objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

(s) Auditor dan/atau pemenksa yas beMends berdasdkan

peratur@ perunddg-undegan untuk melakukm

pemeliksae terhadap palet pengadadj dapat mene@ui

Pokja ULP untuk memperoleh informasi dd darM rdska

proses audii paLet pemilihd tertentu.



Pasal 25
(7) segala biaya yda diperlukan untuk henunjans keldcaran

tugas LPSE dibebdkd kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dae.ah Kabupaten Solok.

(8) Kepada Kepala LPSE dan Pokja LPSE diberikan tunjansan
khusus sesuai dengaD kemampuan keuangd daerah,

(9) Petuberian tunjangd khusus sebagaimda dimaksud pada ayat
(2) berpedoman pada Peratud Bupati tenrdg St@dar Biaya di
Lingkungh Pemerintab Daerall Kabupaten Solok.

BAB VI

KMENTUAN PENUTUP

pasat 26

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mensetanuinya, memerintankan pengundmgan
Peraturd Bupati ini dengan penempatannya delam Berita DaeEh

Ditetapkm di Arosuka
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Diunddgkan di Arosuka
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